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PUTUSAN
Nomor 656/Pdt.G/2023/PA.Bjb

sl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Muara
Teweh, 21 Maret 1989 (umur 34 tahun), agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di
Jalan Pondok Dharmindo Permai No.61 RT.034 RW.007,
Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota
Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 07
Oktober 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Indrasari
Komp. Antero Raya Permai 2 No.17A (patokan pas masuk
komplek belok kiri pertama, rumah ujung kanan) RT.006
RW.-, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara.
DUDUK PERKARA
Dalil Gugatan Penggugat
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor
656/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang

menikah pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010, yang tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXxXxxX tertanggal 22 November
2010;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat
berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini
antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah kontrakan di Komp. Meranti Griya Asri 2
Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru selama
kurang lebih 10 bulan kemudian berpindah ke rumah milik bersama di Jalan
Indrasari Komp. Antero Raya Permai 2 No.17A (patokan pas masuk
komplek belok kiri pertama, rumah ujung kanan) RT.006 RW.-, Kelurahan
Sekumpul, Kecamatan Martapura selama kurang lebih 11 tahun dan
terakhir kumpul di rumah tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan
dikaruniai 3 orang keturunan yang bernama:
- Anak Pertama, lahir Banjarbaru 29 Juli 2011 (umur 12 tahun),
saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Anak Kedua, lahir Banjar 27 April 2015 (umur 8 tahun), saat ini
dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Anak Ketiga, lahir Banjar 15 November 2020 (umur 2 tahun), saat
ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019
kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan
acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
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Tergugat tersebut disebabkan:

a. Tergugat dari tahun 2019 tidak memberi nafkah lahir secara rutin,
adapun nafkah yang di anggap yang di berikan adalah hasil kerja
bersama dan hasil kerja istri bukan hasil murni dari hasil kerja suami;
b. Tergugat cemburu buta tanpa alasan;
c. Tergugat tidak hormat kepada orang tua Penggugat;
d. Tergugat egois mau menang sendiri;
e. Tergugat pernah memukul;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat
terjadi pada tanggal 20 Agustus 2023, Tergugat pernah melempar
menggunakan handphone di depan orang tua Penggugat. Semenjak
kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
dan tidak saling pedulikan lagi telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu
saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada
kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati
dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan
harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan
kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai
dengan saat ini tidak berhasil,
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan
Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan
Tergugat;
11. Bahwa selain Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan
Tergugat, Penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama Anak
Pertama, lahir Banjarbaru 29 Juli 2011 (umur 12 tahun), Anak Kedua, lahir
Banjar 27 April 2015 (umur 8 tahun) dan Anak Ketiga, lahir Banjar 15
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November 2020 (umur 2 tahun) dan tetap berada dalam pemeliharaan dan

pengasuhan Penggugat terlebih lagi terhadap anak-anak Penggugat
dengan Tergugat tersebut yang masih berusia di bawah umur atau belum
menikabh;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir
Banjarbaru 29 Juli 2011 (umur 12 tahun), Anak Kedua, lahir Banjar 27 April
2015 (umur 8 tahun) dan Anak Ketiga, lahir Banjar 15 November 2020
(umur 2 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
SUBSIDAIR:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;
Kehadiran Para Pihak
Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, dan Tergugat telah pula datang menghadap

di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi
Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya
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dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, hamun upaya tersebut

tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Mhd. Habiburrahman, S.H.l., M.Sy. sebagaimana penetapan
mediator tanggal 08 November 2023, namun menurut laporan hasil mediasi
tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karenanya
proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir
kembali ke muka sidang meskipun telah di panggil secara resmi dan patut,
karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadirnya
Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan
tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya keterangan
tambahan yaitu bahwa Penggugat menyatakan mencabut tuntutan terkait Hak
Asuh Anak (Hadhanah) ketiga orang anak pada posita angka 11 dan petitum
angka 3, karena telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Pembuktian
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama (Penggugat) yang
dikeluarkan oleh Ketua RT tempat Penggugat berdomisili, bermeterai cukup
dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu
oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOmMOr XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama
Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Martapura Kota
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 November 2010.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan

diparaf;
B. Bukti Saksi:
1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Bangau No.76
B RT.16A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito
Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sekarang
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 yang lalu
keduanya sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
satu kali ketika berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan
perselisihannya.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak awal September 2023 kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu
hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak saling
memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;
2. Saksi Il, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
pendidikan terakhir S2, tempat kediaman di Komplek CPB Blok Il No.1G,
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Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sekarang
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 yang lalu
keduanya sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saki mengetahui penyebabnya berdasarkan cerita
Penggugat karena adanya kesalahfahaman antara Penggugat dan
Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak awal September 2023 kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu
hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak saling
memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut
menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di
muka sidang;

Kesimpulan
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah
mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang
perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka
perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima,
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara
cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.
Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman
di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara
kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan
Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;
Pertimbangan Mediasi
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui
bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara a quo telah dilaksanakan mediasi
dengan mediator Mhd. Habiburrahman, S.H.l., M.Sy. berdasarkan laporan
mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai
kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah
dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
melalui proses litigasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan
Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat
pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada
duduk perkara di muka;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir
kembali ke muka sidang meskipun telah di panggil secara resmi dan patut,
karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadirnya
Tergugat;
Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah
siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian
tersebut (he who asserts must prove), hal mana diatur pula dalam Pasal 283
R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus
ditetapkan menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi alat-alat bukti
dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para
pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian

yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk
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memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,

maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-daliinya. Hal ini sejalan
dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa
pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui
proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah
siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian
tersebut (he who asserts must prove), hal mana diatur pula dalam Pasal 283
R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus
ditetapkan menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi alat-alat bukti
dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para
pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan
wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?

2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan
sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan
wajib dibuktikan oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2

(dua) orang saksi;
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Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan
Penggugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini.
Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan,
sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di
Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah
kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sebagaimana
ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan domisili atas
nama Penggugat, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat
tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Meskipun Bukti P.1 bukan merupakan bukti
otentik, namun pada persidangan oleh Tergugat tidak pernah mengajukan
eksepsi kewenangan relatif sehingga oleh Hakim nilai bukti tersebut sekaligus
menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara
relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
dalam perkara a quo merupakan bukti utama (prima facie evidence) terhadap
suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan
bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya
dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk
mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai
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pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah
mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan
keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang
pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar
keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri
tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di
muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap
oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah
dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di
depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi
Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai
pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus
memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa
yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan
itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang

diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain
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atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan

309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan

keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut
adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat
sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan
para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi
kedua Penggugat tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung,
melainkan hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan para
saksi tersebut adalah termasuk testimonium de auditu;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk
dalam testimonium de auditu, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308
K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan
bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung
tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan
(vermoeden), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk
membuktikan sesuatu;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi yang termasuk
testimonium de auditu tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-
saksi Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah
berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal,
antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak
pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-

saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan
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pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim

mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah
Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan
bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya
menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum
sebagai dalil pembuktian;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat
yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di
persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 20 November 2010 yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling
mengunjungi lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Demi Petitum
Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum
tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;
Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan
dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya
jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum
putusan;
Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shughra
Tergugat terhadap Penggugat;
Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri
itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal
tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk
terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun; dan

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri
lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal
menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan
jika perkawinan sudah pecah (broken mariage) dengan indikator yang secara
nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang
disempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan
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Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terdapat syarat aturan
sebagaimana Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama 1. Hukum Perkawinan a.
2) bahwa dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi
prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika
terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah
temoat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, sebagaimana fakta hukum
di muka yaitu Penggugat dan Tergugat berpisah sejak September 2023 yang
lalu hingga sekarang atau jika dikumulasikan perpisahan keduanya baru terjadi
kurang lebih 3 (tiga) bulan. Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi hakim untuk
mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penerapan asas
mempersulit perceraian sehingga secara gugatan yang diajukan Penggugat
tergolong premature;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat hakim menilai demi penerapan asas mempersulit
perceraian. Oleh sebab itu maka menghindari kemudharatan (mafsadat)
dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus lebih
diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (mashlahah) dengan
menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang
berbunyi:

dloall s LIe 4382 awlasll 255

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka, maka
terhadap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima sehingga terhadap bukti-bukti lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut
karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima serta tuntutan lain tidak
dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Konklusi
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Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah

diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat
diterima dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023
bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Hj. Lia Auliyah,
S.H.l., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.l. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hj. Lia Auliyah, S.H.lL., M.H.

Panitera Pengganti,
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Agustian Raihani, S.H.l.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp690.000,00
4 PNBP Rp 20.000,00
Panggilan
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
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